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Abstrak
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak melalui P2TP2A di Kota Pasuruan serta hambatan yang ditemukan P2TP2A. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan model Van Matter dan Van Horn. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan desain fenomenologi. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menerangkan bahwa P2TP2A Kota Pasuruan sudah mengimplementasikan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dengan dibuktikannya penyelesaian kasus yang terjadi pada anak. Karena penyelesaian kasus menjadi indikator tolak ukur keberhasilan P2TP2A dalam melaksanakan penanganan kasus terkait perlindungan anak. Hambatan P2TP2A dalam melaksanakan tugasnya diantaranya meliputi keterbatasan anggaran dana operasional, sarana dan prasarana dalam hal belum memiliki sekretariat yang representatif, ruangan aman (shelter) untuk anak, rumah singgah, perlu penambahan komputer dan laptop di kantor P2TP2A, sumber daya manusia yang masih perlu pelatihan disiplin ilmu, dan perlu adanya penambahan tenaga psikologi.
Kata Kunci: Implementasi, Perlindungan Anak, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
Abstract
This study aims to describe the implementation of Law No. 35 of 2014 concerning child protection through P2TP2A in Pasuruan City as well as obstacles that were carried out by P2TP2A. The theory used in this research is the policy implementation theory of Van Matter and Van Horn models. The approach used in this research is qualitative with a phenomenological design. Data collection was carried out by interviews, observation, and documentation. The results of this study explain that P2TP2A Pasuruan City has implemented Law No. 35 of 2014 with proven resolution of casses that occur in children. Because case resolution is a measure of the success of  P2TP2A in handling cases related to child protection. P2TP2A obstacles in carrying out its duties include limited operational funds, facilities and infrastructure in the event that it does not have a representative secretariat, safe rooms (shelters) for children, open houses, additional computers and laptops in the P2TP2A office, human resources that still need training disciplines, and the need for additional psychology personnel. 






Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara yang berlandaskan hukum (rechtstaat) tidak berlandaskan pada dasar kekuasaan (machtstaat). Hal tersebut telah dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 1 ayat 3, yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum (Suharto, 2015: 43-45). Salah satu ciri dari negara hukum yaitu adanya Perlindungan Anak. Perlindungan anak juga sebagai Hak Asasi manusia yang dapat diartikan sebagai hak yang bersifat mendasar yang melekat pada individu sejak seseorang lahir tidak dapat dirampas dan dicabut oleh orang lain diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa. Salah satunya Indonesia wajib melaksanakan perlindungan anak dan penegakan HAM untuk warga negaranya.
Perlindungan Hak Asasi Manusia masih sering terjadi ketidakadilan, sehingga banyak ketidakadilan yang terjadi pada masyarakat Indonesia. Padahal negara Indonesia merupakan negara yang memiliki prinsip keadilan. Prinsip keadilan tersebut tertuang dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimaksudkan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Maka, dalam hal ini fungsi hukum paling utama adalah untuk melindungi masyarakat serta mewujudkan keadilan secara merata bagi semua kalangan masyarakat. Setiap individu masyarakat memiliki macam-macam kepentingan, maka untuk memenuhi kepentingan tersebut setiap anggota masyarakat harus melakukan hubungan yang diatur oleh hukum untuk mewujudkan suatu keseimbangan yang terdapat di dalam masyarakat (Gultom, 2010: 3).
Negara Indonesia sebagai negara hukum memiliki tujuan, dalam undang-undang dasar 1945 dijelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan yaitu negara akan melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan dalam perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Berdasarkan tujuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan maksud jika hak-hak masyarakat yang dijamin dan dapat melindungi masyarakat pada setiap kehidupannya. Tetapi, kenyataannya yang terjadi di masyarakat sudah bertolak belakang dengan tujuan negara yang sudah dijelaskan dalam UUD NRI tahun 1945. Perilaku manusia semakin bertolak belakang dengan norma-norma yang ada di dalam kehidupan masyarakat sehingga dapat terjadi pelanggaran-pelanggaran tindak pidana atau kejahatan. Kejahatan merupakan sebagai suatu kenyataan yang ada di dalam kehidupan masyarakat dan perlu diperhatikan secara khusus.
Hukum akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat, karena itu salah satu sifatnya yang dinamis. Perkembangan masyarakat yang pesat dan meningkatnya kejahatan mempengaruhi kecenderungan anggota masyarakat untuk saling berkomunikasi. Interaksi semacam ini biasanya terjadi dengan melanggar hukum atau aturan yang ditetapkan dalam masyarakat sehingga menimbulkan rasa aman, tenteram dan tertib dalam masyarakat. Dalam hal ini tidak semua anggota masyarakat mematuhinya, dan masih ada sebagian orang yang menyimpang yang biasanya tidak diinginkan oleh masyarakat.
Banyaknya insiden kekerasan yang melibatkan anak terutama pelakunya meresahkan masyarakat dan pemerintah. Orang tua harus menjadi tempat teraman, ternyaman dan teraman bagi anak-anak. Mengenai perlindungan hukum anak pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “negara mengurus anak-anak yang miskin dan terlantar”. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah sangat mementingkan hak dan perlindungan anak. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 Republik Indonesia menegaskan bentuk perlindungan pemerintah yang menyatakan sebagai berikut.
Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Organized Crime (Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum).
Data yang menunjukkan bahwa adanya kekerasaan pada perempuan dan anak di Kota Pasuruan tahun 2019 antara lain: a) kekerasan seksual kronologi kasusnya kejadian ini sebenarnya terjadi sudah beberapa kali akan tetapi ibu dari korban ini baru mengetahui ketika mendapati anaknya memakai celana rok di kamar berduaan dengan bapaknya pada waktu itu. Setelah itu, ibu dari korban ini juga mendapati adanya sisa bercak sperma di ruang tamu, b) kekerasan fisik dan kekerasan psikis kronologi kasusnya Cerai sejak Tahun 2014, anak ikut ibu kandungnya sekitar 8 bulan. Dan sekitar satu minggu yang lalu, anak/korban mengalami tindak kekerasan fisik yang dilakukan oleh bapak kandungnya sendiri dan ibu tiri, c) Kekerasan fisik dan kekerasan psikis kronologi kasusnya bawha korban mengalami tindakan kekerasan fisik oleh ayahnya sendiri pada tanggal 18 Agust 2019 pukul 08.00 wib akibat adanya pertengkaran antara ayah dan ibunya tentang masalah ekonomi dan rumah tangga (Sumber: Data dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pasuruan).
Berdasarkan data di atas bahwa adanya keterlibatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) terutama dalam perlindungan anak sangat penting dan berpengaruh, karena tindak kekerasan dapat mengancam psikis dan menimbulkan trauma berkepanjangan bagi korban. Kemudian Kementerian PP dan PA membentuk Pusat Perlindungan Terpadu Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu. Peraturan tersebut mengatur bahwa setiap masing-masing daerah kabupaten/kota berkewajiban membentuk lembaga P2TP2A.
Visi dari P2TP2A adalah mengutamakan pemberdayaan perempuan dan anak agar terhindar dari kekerasan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. Sementara itu, misi P2TP2A adalah menghapus kekerasan dan perdagangan perempuan dan anak, serta memberikan layanan termasuk bantuan psikologis, advokasi dan informasi kepada perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, menjadikan P2TP2A sebagai basis pemberdayaan dan pencegahan perempuan secara preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
Sedangkan posisi sebagai pusat pelayanan, lembaga P2TP2A sangat diharapkan dapat melaksanakan serangkaian bentuk kegiatan dalam memberikan perlindungan bagi korban kekerasan termasuk kejahatan perdagangan orang yang dilaksanakan secara kerja sama yang beriringan dengan instansi terkait. Sementara, dalam sisi yang lain sebagai peran pemberdayaan P2TP2A memiliki peran untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, bentuk tanggung jawab, komitmen, ikut berpartisipasi, partisipasi, kemampuan dan kemandirian guna peningkatan ekonomi dan kualitas perempuan atau kelompok sasaran agar terhindar dari masalah.
Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (15) menyatakan bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan.
“Perlindungan khusus adalah anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak dieksploitasi secara ekonomi/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.
Sedangkan adanya perbedaan pada UU No. 23 tahun 2002 pada pasal 1 ayat (15) dengan pasal 59 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan.  
“Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak yang menjadi korban pornografi, anak dengan HIV/AIDS, anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau psikis, anak korban kejahatan seksual, anak korban jaringan terorisme, anak penyandang disabilitas, anak korban perlakuan salah dan penelantaran dan, anak dengan perilaku sosial yang menyimpang”.
Kriteria penghargaan sebagai Kota Layak Anak yang diraih oleh Kota Pasuruan tahun 2018 menyandang gelar predikat Kota layak Anak tingkat Pratama. Kemudian tahun 2019 Kota Pasuruan menyandang gelar predikat Kota layak Anak tingkat Madya. Sehingga pemerintah Kota Pasuruan memiliki komitmen yang kuat dalam upaya pelindungan anak dan menyandang gelar sebagai Kota Layak Anak.
Berdasarkan wawancara pada tanggal 19 Maret 2020 terhadap Bapak Agus Wibowo (Kepala Bidang Perlindungan Anak Kota Pasuruan) beliau mengatakan bahwa P2TP2A menjalankan program kerja dengan cara melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan anak seperti kasus pemerkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tuanya. Dari kasus tersebut dinyatakan sudah selesai oleh P2TP2A dengan bantuan hukum namun pelaku belum tertangkap. Proses akhir terhadap kasus yang terjadi pada korban maka, P2TP2A melakukan dua proses yaitu proses melalui jalur hukum dan proses di jalur mediasi. 
Melihat kejadian yang ada di daerah Kota Pasuruan dapat disimpulkan bahwa adanya Undang-Undang Perlindungan Anak maka hak-hak pada anak akan terjamin dengan baik terhadap kehidupannya kelak, sehingga tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul tentang “Implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kota Pasuruan”. Sedangkan untuk rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah P2TP2A telah mengimplementasikan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak di Kota Pasuruan serta bagaimana hambatan-hambatan yang ditemukan P2TP2A dalam mengimplementasikan Undang-Undang No. 35 tahun 2014. Untuk tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak melalui P2TP2A di Kota Pasuruan serta mendeskripsikan hambatan-hambatan yang ditemukan P2TP2A di Kota Pasuruan.
Implementasi menurut Hamalik (2007:237) menyatakan bahwa implementasi merupakan suatu penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam bentuk tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap.
Van Matter Horn (1974) mendefinisikan implementasi secara lebih spesifik, yaitu sebagai berikut. “… those action by public or private individuals (or group) that are directed at the achievement of objectives set forth in the prior policy decisions…” yang artinya “tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah ataupun swasta yang diarahkan agar tetap tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan” (dalam Purwanto, 2012:20).
Setiawan (2004:39) mendefinisikan implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif. Dalam penelitian ini yang dimaksud implementasi adalah penerapan pelaksanaan program yang dilakukan oleh P2TP2A dalam upaya untuk melindungi hak-hak pada perempuan dan anak terhadap kasus kekerasan di Kota Pasuruan.
Selain itu, menurut Soeady dan Zulkahir (2001:4) perlindungan anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi, dan memperdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar baik fisik, mental, maupun sosial.
Pada penelitian ini teori digunakan sebagai alat analisis untuk mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak di Kota Pasuruan melalui P2TP2A berdasarkan Undang-Undang No. 35 tahun 2014, peneliti menggunakan model Van Matter dan Van Horn menyebutnya sebagai "A Model of the Policy Implementation”. Menurut Van Meter dan Van Horn (1975) menggambarkan proses implementasi sebagai “those action by public or private individuals (or groups) that are directedat the achievement of objective set fort in prior policy decision” (dalam Leo Agustino, 2016:168).
Penggunaan teori Van Matter dan Van Horn dalam penelitian ini sebagai alat analisis untuk mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak di Kota Pasuruan. Van Mater dan Van Horn mengembangkan model pendekatan yang disebut A Model of the Policy Implementation yang merupakan abstraksi atau kinerja dari suatu pelaksanaan kebijakan yang secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja dari suatu implementasi kebijakan publik yang berlangsung dalam hubungan dengan berbagai variabel. Model ini menggambarkan bahwa implementasi kebijakan berlangsung secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana dan implementasi kebijakan. Dapat dijelaskan bahwa implementasi kebijakan tentang perlindungan anak sesuai dengan kebijakan yang telah ada yang akan dilaksanakan oleh P2TP2A Kota Pasuruan.
Penelitian tentang implementasi Undang-Undang No. 35 tahun 2014 sebelumnya adalah penelitian oleh Yeti Rohayati dan Entin Kartini (2019) dengan judul Implementasi Kebijakan tentang Perlindungan Anak di Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Bandung. Hasil penelitian tersebut menjelaskan penerapan kebijakan perlindungan anak di UPT P2TP2A Bandung belum optimal, meskipun pada kenyataannya semua kasus dari korban yang dilaporkan dapat diselesaikan sesuai prosedur perlindungan anak, tetapi masih membutuhkan stabilisasi kinerja. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan proses peradilan anak baik kepada anak sebagai korban atau sebagai pelaku, harus sesuai dengan sistem peradilan pidana, untuk efisiensi waktu dan percepatan layanan harus dibuat layanan satu pintu.
Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Ratih Dwi Anggraini PK (2017) yang berjudul Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang dalam Memberikan Layanan Advokasi Korban Khususnya Terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual. Hasil penelitian ini menjelaskan keberadaan P2TP2A Kabupaten Malang bisa memberikan pengaruh penting guna meminimalisir kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kabupaten Malang. 
Penelitian selanjutnya mengenai implementasi Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dari Dewi Ayu Kartika (2018) dengan judul Implementasi Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di SMP Negeri 2 Kotagajah Lampung Tengah. Adapun hasil penelitiannya yaitu Implementasi undang-undang perlindungan anak di sekolah sudah diterapkan, namun masih ada beberapa guru yang menggunakan hukuman fisik/verbal. Hukuman tersebut masuk dalam tipologi kekerasan tingkat “ringan". 
Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini mengarah pada P2TP2A Kota Pasuruan dalam mengimplementasikan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Maka dari itu, penelitian ini mencoba menelusuri data tentang bagaimana P2TP2A dalam melaksanakan program kerja yang dilakukannya terhadap perlindungan anak di Kota Pasuruan.

METODE
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif desain penelitian fenomenologi. Adapun alasan peneliti memilih jenis penelitian tersebut karena sasarannya adalah mencari atau menggali data tentang pengertian yang berkaitan dengan fenomena, kejadian yang dialami bagi kehidupan manusia disaat terlibat secara langsung maupun tidak langsung dengan setting yang akan diteliti, menyesuaikan kontekstual dan keseluruhan Implementasi Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak melalui P2TP2A di Kota Pasuruan. 
Penentuan sumber data/informan untuk penelitian ini ada dua sumber data yaitu (a) Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu kepala bidang Perlindungan Anak di Kota Pasuruan, tenaga pendamping fasilitator lapangan penanganan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak pada Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan dan Anak di Kota Pasuruan. (b) Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu orang tua pelaku tindak kekerasan terhadap anak dan orang yang bersangkutan terhadap korban kekerasan di wilayah Kota Pasuruan. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah (a) Observasi atau pengamatan dalam penelitian ini mengenai program yang dilakukan oleh P2TP2A di Kota Pasuruan. (b) Wawancara.dalam penelitian ini pada informan adalah Bapak Agus Wibowo (Kepala Bidang Perlindungan Anak), Emilis Setyawati (Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pasuruan dan juga sebagai Ketua Koordinator Pendamping Fasilitator Lapangan Penanganan Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kota Pasuruan), Ibu Ririn (Kepala Sekolah TK Aisyiah Bustanul Athfal 3 Kota Pasuruan), orang tua korban tindak kekerasan seksual. (c) Dokumentasi, penggunaan dokumentasi dalam pengumpulan data digunakan untuk melengkapi berbagai pertanyaan terarah. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini dokumen internal. Dokumen internal yang berkaitan dengan bukti P2TP2A dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Pasuruan.
Nasution (dalam Sugiyono, 2012:89) menjelaskan bahwa analisis telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian, sehingga dapat dijadikan suatu tuntunan mengenai penelitian pada Implementasi Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak melalui P2TP2A di Kota Pasuruan.
Untuk penelitian ini teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2007:337), langkah-langkahnya sebagai berikut. (1) Pengumpulan data, data yang diperoleh di lapangan dikumpulkan dan dicatat. Hasil dari catatan tersebut kemudian di deskripsikan lalu dibuat catatan refleksi yaitu catatan yang berisi komentar, pendapat atau penafsiran peneliti atas data yang diperoleh dari lapangan. (2) Reduksi data, yaitu proses pemilihan data, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan dan verifikasi. 




Berdasarkan dari hasil wawancara yang diperoleh bahwa pertama yaitu P2TP2A sudah mengimplementasikan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 di Kota Pasuruan dilihat berdasarkan kasus yang diselesaikannya. Kasus yang dimaksud dalam hal ini bahwa P2TP2A memiliki target yang harus disampaikan yaitu berupa indikator-indikator kasus yang terselesaikan. Kedua yaitu hambatan-hambatan yang terjadi di P2TPA dapat terselesaikan dengan baik meskipun banyak kendala yang di hadapinya saat menangani kasus kekerasan pada anak diantaranya meliputi kurangnya sarana prasarana yang memadai dalam hal belum memiliki sekretariat yang representatif, keterbatasan anggaran dana operasional dalam penanganan kasus, perlu adanya penambahan tenaga psikologi yang berkompeten di bidangnya, ruangan aman (shelter) untuk anak, rumah singgah, perlu penambahan komputer dan laptop di kantor P2TP2A, dan sumber daya manusia yang harus perlu dilatih terus. Terkait pelaksanaan program P2TP2A mengharapkan kekerasan yang terjadi pada anak mengalami penurunan dibuktikan dengan data yang ada. Sehingga, orang tua, masyarakat mengetahui bahwa anak-anak harus dilindungi. Karena di dalam undang-undang perlindungan anak bahwasannya anak harus mendapatkan perlindungan agar tumbuh kembang secara baik demi kelangsungan hidup ke depannya. Berbagai macam permasalahan tersebut, akan dijelaskan pada sub bagian selanjutnya.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pasuruan dalam mengimplementasikan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014
Pada tanggal 9 Februari 2015 P2TP2A ditetapkan oleh Walikota Pasuruan berdasarkan salinan dari Peraturan Walikota Pasuruan No. 11 Tahun 2015 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pasuruan. Dalam hal ini, saat menjalankan tugas P2TP2A memiliki struktur organisasi berdasarkan kebutuhan prioritas dan masalah yang harus diselesaikan sesuai dengan kebutuhan daerah. P2TP2A adalah tim jaringan yang terdiri dari banyak tim yang saling terkait dan bekerja sama. Jejaring P2TP2A meliputi: Rumah Sakit, Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan. Karena jejaring tersebut dibentuk melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3KAB) Kota Pasuruan mengingat bahwa P2TP2A Kota Pasuruan berada dibawah naungan dari DP3AKB Kota Pasuruan.
 P2TP2A sebagai lembaga penyedia layanan fungsinya yaitu untuk melindungi perempuan dan anak terkait kekerasan yang terjadi terhadap anak. Anak sebagai generasi penerus bangsa yang harus dijaga dan dilindungi hak-haknya. Untuk mewujudkan masa depan bangsa dibutuhkan anak-anak yang berkualitas. Agar memperoleh kualitas yang baik, perlu adanya jaminan bahwa pertumbuhan dan perkembangan anak juga baik. Oleh karena itu, P2TP2A Kota Pasuruan sudah mengimplementasikan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dibuktikannya dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak Agus Wibowo selaku Kepala Bidang Perlindungan Anak, beliau menuturkan hal sebagai berikut.
“…Terkait dengan implementasi undang-undang tentang perlindungan anak perlu digaris bawahi bahwa peran P2TP2A dikaitkan dengan undang-undang perlindungan anak merupakan bagian dari amanah undang-undang perlindungan anak. Karena dalam undang-undang perlindungan anak itu adalah semua pemenuhan hak-hak anak sekitar 30 hak anak. Padahal di P2TP2A tupoksinya itu perlindungan anak yang kaitannya mengalami tindak kekerasan. Jadi, bentuk implementasinya mengambil bagian dari pemenuhan hak-hak pada anak dikaitkan dengan kekerasan yang dialami oleh anak. Pemenuhan hak lain itu bukan ranah atau tupoksi dari P2TP2A. Karena kalau membicarakan hak anak ada hak kesejahteraan, hak kebebasan berekspresi, hak kesehatan dasar, hak pendidikan itu ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lain...” (Wawancara, 23 Februari 2021)
Implementasi Undang-Undang No. 35 tahun 2014 yang dilakukan oleh P2TP2A berkaitan dengan pemenuhan hak anak yang mengalami kekerasan. Hal tersebut sudah sesuai berdasarkan peraturan Walikota Pasuruan nomor 11 tahun 2015 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pasuruan pada pasal 3 yang menyatakan sebagai berikut. 
“dalam melaksanakan tugas PPT-PPA dibantu oleh Pelaksana Harian PPT-PPA yang bertugas menyiapkan dokumen administrasi bagi perempuan dan anak korban pelecehan/ kekerasan, menyediakan data dan informasi tentang penanganan tindak pelecehan/kekerasan terhadap perempuan dan anak, menyusun laporan tentang kegiatan PPT-PPA, dan memberikan layanan pengaduan permasalahan dan penanganan proses penyelesaian permasalahan pelecehan/kekerasan perempuan dan anak”.
Seperti yang disampaikan oleh Bapak Agus Wibowo selaku Kepala Bidang Perlindungan Anak, beliau menuturkan hal sebagai berikut. 
“...Khusus untuk P2TP2A itu keterkaitannya hanya pemenuhan hak anak kaitannya kekerasan yang dialami oleh anak. Selama ini P2TP2A sudah bekerja secara maksimal untuk mengimplementasi sesuai tugas tupoksi P2TP2A sebagai penanggung amanah dari undang-undang yang ada di pemerintah daerah Kota Pasuruan kita ada berbagai macam fasilitas terkait dengan pendampingan kasus kekerasan anak, anggaran untuk visum, anggaran untuk pendampingan psikologi, anggaran untuk biaya obat dan perawatan yang tidak ditanggung oleh BPJS.” (Wawancara tanggal 23 Februari 2021)
Dari hasil wawancara diatas, diketahui bahwa P2TP2A telah melaksanakan Undang-Undang No. 35 tahun 2014. Artinya, perlindungan anak merupakan kaitannya antara P2TP2A dengan kekerasan yang dialami anak. Oleh karena itu, bentuk implementasi P2TP2A adalah termasuk dalam perwujudan hak-hak anak terkait dengan kekerasan yang dialami oleh anak. Kekerasan terhadap anak mengacu pada perilaku apapun yang menyebabkan penderitaan atau rasa sakit secara  fisik, psikologis, atau seksual dan kelalaian pada anak, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
P2TP2A sudah mengimplementasikan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 sesuai amanah dari undang-undang perlindungan anak. Tidak hanya itu saja, P2TP2A juga mencukupi pemenuhan hak-hak pada anak. Pemenuhan hak anak dapat diartikan sebagai segala sesuatu untuk memenuhi atau mecukupi kebutuhan anak sesuai dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 pasal 21 ayat (1). Pemenuhan Hak Anak, dalam rangka mewujudkan HAM negara tidak boleh membedakan antara satu orang dengan orang lain, karena pada hakikatnya setiap orang adalah subjek yang sama dalam hukum. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum atas perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum". Pada prinsipnya persamaan dan perlakuan yang sama di depan hukum tidak hanya berlaku bagi orang dewasa atau orang yang sudah cukup umur, tetapi juga untuk menjamin terwujudnya hak-hak anak. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Agus Wibowo, beliau menuturkan hal sebagai berikut. 
“…Terkait dengan pemenuhan hak anak ini tidak khusus kepada korban saja jadi pelaku selama pelakunya anak itu juga termasuk ranah tupoksi dari P2TP2A. Tetapi pendampingannya lain kalau untuk pelaku pendampingannya di proses peradilan hukumnya apakah selama proses peradilan terhadap pelaku anak ini apakah sudah memenuhi kaidah peradilan anak karena anak dengan dewasa lain jadi harus mengakomodir ke psikiater dan psikologi, pendampingan selama sidang kita dampingi seperti hari ini jam 12.00 WIB ada sidang kasus ya kita dampingi jadi, kita buat tim 2 tim yaitu 1 tim pendampingan untuk pelaku dan 1 tim untuk pendampingan korban. Model pendampingan untuk pelaku bukan mengintervensi proses hukumnya tetapi hanya memastikan apakah pelaku anak ini proses peradilannya sudah sesuai dengan juknis peradilan anak.” (Wawancara, 23 Februari 2021)
Senada dengan yang disampaikan oleh Ibu Emilis Setyawati selaku ketua koordinator P2TP2A dan juga sebagai tenaga pendamping fasilitator lapangan dan penanganan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak , beliau mengatakan hal sebagai berikut.
“…Jika P2TP2A sudah menemui atau mendapatkan kasus untuk anak yang ditangani itu umum yaitu anak yang berhadapan dengan hukum baik itu dia korban, saksi, baik itu dia pelaku karena anak. Jadi semua ini ada di P2TP2A.” (Wawancara, 1 Februari 2021)
Dari wawancara diatas diketahui bahwa P2TP2A dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak tidak hanya berfokus pada korban saja melainkan jika pelakunya masih anak juga ditangani oleh P2TP2A. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa korban atau sebagai anak yang dimaksud berdasarkan undang-undang no. 35 tahun 2014 pada pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa “ anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan. 
Kemudian dalam proses penerimaan laporan kasus kekerasan yang terjadi secara langsung yaitu dengan posisi korban datang langsung ke lembaga P2TP2A, dianjurkan P2TP2A memiliki pondasi spesifik yang akan memberikan kemudahan dan dapat dijangkau secara efektif oleh masyarakat apabila ingin melaporkan bentuk kasus kekerasan dan lembaga tersebut juga harus memiliki ruang tunggu bagi keluarga korbannya sehingga akan mengalami kondisi yang nyaman dalam pelayanan yang sangat efektif bagi masyarakat. Dalam hal ini, sebagai titik strategis informasi lembaga P2TP2A memiliki peran mengolah, mengembangkan, akan memanfaatkan serta selalu menyediakan data, informasi, dan sosialisasi yang terkait, dengan pelaksanaan pencegahan dan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Terkait penanganan kasus yang dilakukan oleh P2TP2A, salah satunya adanya keterlibatan tenaga pendamping fasilitator lapangan dan penanganan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Berikut penuturan Ibu Emilis Setyawati selaku ketua koordinator P2TP2A dan juga sebagai tenaga pendamping fasilitator lapangan dan penanganan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, beliau menuturkan hal sebagai berikut.
“…Undang-undang perlindungan anak itu sebenarnya kalau di P2TP2A itu pusat layanannya ya. Jadi, kalau terjadi kekerasan baru masuk ke P2TP2A. Kalau di dalam perlindungan anak itu bukan cuma karena kekerasan. Perlindungan anak itu melindungi hak-hak nya anak. Jadi, sebenarnya itu adalah kerja seluruhnya baik itu dinas pendidikan, dinas kesehatan untuk melindungi hak-hak pada anak. Perlindungan anak itu secara menyeluruh bukan cuma di kekerasan. Kalau dia sudah jadi korban baru ke P2TP2A.” (Wawancara, 1 Februari 2021)
Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa perlindungan anak bukan hanya kinerja dari P2TP2A saja melainkan keterlibatan dari semua pihak baik itu pihak pemerintah dan masyarakat. Hal tersebut juga sesuai berdasarkan undang-undang no. 35 tahun 2014 pada  pasal 1 ayat 12 yang menyatakan bahwa “hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah”.















Gambar 1. Jumlah Anak Korban Kekerasan dari Tahun 2016-2019
Dari data diatas dapat diketahui bahwasannya sejak empat tahun terakhir di Kota Pasuruan tepatnya pada tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019 jumlah kasus kekerasan terhadap anak setiap harinya menunjukkan penurunan. Menurut rangkaian data sejak empat tahun terakhir, jumlah tindak kekerasan terhadap anak merupakan yang tertinggi yaitu sebanyak 28 kasus anak korban kekerasan yang dilaporkan pada tahun 2016, dan mengalami penurunan menjadi 11 pada tahun 2019.
Terkait penanganan kasus yang terjadi P2TP2A tidak hanya mengacu pada UU No. 35 tahun 2014 tetapi juga mengacu pada undang-undang lain. Salah satunya mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) yang dimaksudkan sebagai alat untuk mengimplementasikan Konvensi Hak Anak di Indonesia serta di dalamnya juga mengatur hak-hak dasar anak untuk mendapatkan identitas, kebebasan, pendidikan, layanan kesehatan, hiburan dan perlindungan. Sebagaimana Ibu Emilis Setyawati menuturkan hal sebagai berikut.
“…Jadi, undang-undang perlindungan anak itu tidak berdiri sendiri ada sistem pidana anak atau UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). UU SPPA itu inklut dengan undang-undang perlindungan anak. Ketika P2TP2A menjalankan aturan sudah ada Standar Operasional Prosedur (SOP) nya dan setiap memberikan layanan pun sudah sesuai dengan SOP”. (Wawancara, 1 Februari 2021)
Sebagai pusat pelayanan, lembaga P2TP2A sangat diharapkan dapat melaksanakan serangkaian bentuk kegiatan dalam memberikan perlindungan bagi korban kekerasan termasuk kejahatan perdagangan orang yang dilaksanakan secara kerja sama yang beriringan dengan instansi terkait. Sementara, dalam sisi yang lain sebagai peran pemberdayaan P2TP2A memiliki peran untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, bentuk tanggung jawab, komitmen, ikut berpartisipasi, partisipasi, kemampuan dan kemandirian guna peningkatan ekonomi dan kualitas perempuan atau kelompok sasaran agar terhindar dari masalah.
Bentuk pelayanan yang dilakukan oleh P2TP2A Kota Pasuruan sudah sesuai berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada. Layanan yang ada di P2TP2A Kota Pasuruan antara lain terdiri dari: layanan penanganan pengaduan, layanan penanganan medicolegal, layanan penanganan medis, layanan penanganan psikososial, layanan reintegrasi sosial/pemulangan, layanan home visit, layanan tokoh agama, layanan penanganan/bantuan hukum, layanan tempat aman sementara (shelter), layanan monitoring dan evaluasi (monev), dan layanan rujukan. Sebagaimana Ibu Emilis Setyawati menuturkan hal sebagai berikut.
“…Layanannya yang ada di P2TP2A meliputi layanan pengaduan, layanan bantuan hukum, pendampingan hukum, layanan psikolog, layanan kesehatan dan semua yang dibutuhkan oleh korban. Jadi, P2TP2A apa yang memang dibutuhkan oleh korban itulah yang akan diberikan korban dengan melayani yang terbaik. P2TP2A sendiri kalau untuk memberikan layanan sepenuhnya untuk kebutuhan korban tidak sepenuhnya ada di P2TP2A layanannya harus kerja sama dengan di lintas sektor.” (Wawancara, 1 Februari 2021)
Dari penjelasan tersebut bahwa dengan adanya layanan yang ada di P2TP2A terhadap korban kasus kekerasan semaksimal mungkin P2TP2A bekerjasama dengan dinas-dinas terkait untuk menyelesaikan kasus tersebut dan memberikan solusi yang terbaik terhadap korban. Kemudian apabila dari kasus tersebut korban mengalami trauma dan faktor lainnya maka, P2TP2A juga harus bekerjasama dengan dinas-dinas terkait agar kasusnya dapat diselesaikan dengan baik dan semaksimal mungkin. Berikut penuturan Ibu Emilis Setyawati.
“…Jika korban ada trauma harus ke rumah sakit, dinas kesehatan. Kalau dia itu berbuat seperti itu ada faktor sosial maka harus di koordinasikan dengan dinas sosial. Kalau memang dia korbannya ini karena juga nantinya waktunya hamil kemudian harus juga sekolah maka P2TP2A mengkoordinasikan dengan pihak sekolah, dinas pendidikan. Itu adalah tugas P2TP2A ketika ada korban anak yang penganduannya sampai ke P2TP2A. Setelah itu kita assessment dulu apa yang dibutuhkan. Kota Pasuruan ini sebenarnya sudah ada rencana mau membuat Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) jadi layanan terpadu untuk kesejahteraan sosial anak. Jadi, semua kasus anak bukan cuma kekerasan masuknya nanti dulu kita pilah-pilah ini kekerasan yang masuk di P2TP2A yang memang bukan termasuk kekerasan akan ditangani sepenuhnya oleh seluruh jaringan. P2TP2A hanya menyampaikan fasilitasi saja.” (Wawancara, 1 Februari 2021)
Terkait fasilitas pengaduan dan mengoordinasikan pemberian layanan medis, layanan psikologis, bantuan hukum, rehabilitasi sosial dan kemandirian bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan P2TP2A sudah merujuk pada undang-undang yang berlaku dan sudah sesuai dengan SOP. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Emilis Setyawati, beliau mengatakan hal sebagai berikut.
“…Semua SOP merujuk pada undang-undang yang berlaku. P2TP2A tidak keluar dari jalur itu SOP apapun yang dibuat. Karena setelah ada undang-undang implementasinya, sosialisasinya adalah ke setiap jejaring yang memberikan layanan pada perlindungan anak. Jadi, ketika mereka membuat SOP pun sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Maka, harusnya layanan untuk anak berpedoman pada SOP. Nah, itu perlu advokasi ke seluruh jajaran P2TP2A, butuh waktu dan terus-menerus dilakukan. Tugas P2TP2A bukan hanya menerima pengaduan tetapi ada kasus maka P2TP2A koordinasi dengan jejaring P2TP2A dengan cara memberitahukan, advokasi ini loh yang seharusnya diberikan pada anak ketika P2TP2A menerima anak yang dalam keadaan seperti ini”. (Wawancara, 1 Februari 2021)
Sedangkan P2TP2A saat melakukan konseling dan layanan hukum non litigasi (menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan) kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan dalam hal ini harus mempelajari kasus yang terjadi terlebih dahulu serta di koordinasikan dengan jajarannya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Emilis Setyawati, beliau mengatakan hal sebagai berikut. 
“…Kalau P2TP2A mendapatkan kasus dipelajari terlebih dulu ini memang bisa masuk ke jalur hukum atau hanya cukup non litigasi di mediasi seperti itu. Jadi, setiap kasus tidak diperlakukan sama melihat kasusnya seperti apa, kalau memang kasusnya sudah melanggar hukum maka, P2TP2A akan menyelesaikan kasus ke jalur hukum. Tetapi, kalau tidak memang bisa melalui jalur mediasi kasus-kasus kekerasan anak yang bisa di mediasi maka P2TP2A akan melakukan secara non litigasi. Karena bagaimana pun kalau kita mengacu pada sistem pidana anak itu UU SPPA maka sebenarnya kalau anak itu harus melalui walaupun nantinya dia di jalur hukum juga tetap harus di mediasi mulai dari penyelidikan, penyidikan, sampai ke kejaksaan maupun ke pengadilan terus dilakukan mediasi. Jangan sampai anak ini walaupun melanggar hukum dipenjara. Ada namanya restorative justice, ada namanya diversi itu di sistem peradilan perlindungan anak. P2TP2A mengusahakan jika pelakunya masih anak-anak berusaha agar anak tersebut tidak sampai dipenjara. Jadi, anak tersebut di back up nanti di kepolisian P2TP2A berusaha melakukan mediasi dengan keluarga di tingkat penyelidikan, penyidikan, kejaksaan, di pengadilan sampai memang tidak bisa lagi. Kalau anak tersebut masuk ke lapas anak bukan sebagai terpidana melainkan dalam bentuk pendidikan”. (Wawancara, 1 Februari 2021)
Dari hasil wawancara diatas bahwa P2TP2A dalam menyelesaikan kasus terhadap korban harus mempelajari kasusnya terlebih dahulu. Kemudian dalam menyelesaikan kasus yang terjadi terdapat 2 hal layanan yang diberikan oleh P2TP2A diantaranya sebagai berikut: pertama layanan konseling dan kedua layanan hukum non litigasi (menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan).
Proses pelaksanaan program dan keberhasilan program yang dilakukan oleh P2TP2A dapat diketahui berdasarkan indikator kasus-kasus yang sudah terselesaikan. Seperti  yang disampaikan oleh Bapak Agus Wibowo, beliau menuturkan hal sebagai berikut.
“…Jadi, setiap tahun itu P2TP2A ada target yang harus disampaikan ada indikator yaitu indikatornya kasus yang terselesaikan. P2TP2A mentarget 100 pesen. Kasus yang masuk di P2TP2A ditangani, difasilitasi dengan fasilitas yang disediakan oleh P2TP2A dengan berbagai macam pendampingan dan fasilitasi itu dari tahun 2020 sebanyak 11 kasus yang masuk ke P2TP2A dari ke 11 kasus tersebut sudah dilakukan pendampingan dan fasilitasi. Proses akhirnya bisa jalur mediasi dan jalur hukum tergantung dari ringan, sedang, dan beratnya kasus.” (Wawancara, 23 Februari 2021)
P2TP2A dalam melaksanakan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sudah sesuai dengan SOP terkait perlindungan anak. Berikut penuturan yang disampaikan oleh Ibu Ririn selaku Kepala Sekolah TK Aisyiyah Bustanul Athfal 3 Kota Pasuruan, beliau menuturkan hal sebagai berikut.
“…Menurut saya dari kedua belah pihak diberi penguatan, peringatan. Nenek juga pada waktu itu diberi undang-undang yang mengikat, undang-undang yang melindungi si anak bahwa anak-anak itu dilindungi oleh undang-undang, tidak boleh melakukan kekerasan dalam bentuk apapun terhadap anak, sanksi hukumnya apa nanti ini untuk neneknya. Sedangkan untuk korban dari tim kemarin diberi pelayanan psikologi mungkin ada trauma disitu anaknya. Kalau saya melihat kejadian yang saya alami saya dibantu oleh tim P2TP2A saya rasa sangat penting sekali bahwa orang tua juga harus tau bahwa anak-anak ini ada aturan yang melekat pada anak, ada hak-hak yang orang lain tidak tau mungkin tentang hukum yang berlaku untuk anak-anak. Dari penjelasan tim P2TP2A kemarin kita sendiri yang pendidik saja tidak tau bahwa seperti itu ternyata ada aturan yang tegas yang mengatur tentang perlindungan terhadap anak.” (Wawancara, 5 Maret 2021)  
Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa P2TP2A dalam menangani kasus sudah sesuai dengan SOP pelaksanaan program yang dilakukannya. Seperti yang disampaikan oleh ibu Ririn bahwa anak itu harus dilindungi karena sudah tertulis di dalam UU perlindungan anak. Ada aturan yang melekat pada anak. Sehingga, dari penjelasan P2TP2A segala macam apapun tindakan kekerasan pada anak akan mendapatkan sanksi yang berlaku sesuai dengan kasus yang dialami oleh anak. Kasus yang terjadi di TK Aisyiyah Bustanul Athfal 3 Kota Pasuruan yakni salah satu siswa di sekolah tersebut lari menuju ke sekolahan sambil menangis karena dipukuli neneknya dan diusir dari rumah. Kemudian sampai di sekolahan korban tersebut meminta pertolongan kepada gurunya. Kebetulan guru tersebut adalah Ibu Ririn dan langsung bergegas membawa korban masuk ke dalam ruangan sekolah. Karena kasus tersebut terjadi di sekolah maka, Ibu Ririn melaporkan ke P2TP2A untuk menangani kasus yang dialami siswanya agar supaya tidak terjadi lagi di kemudian hari.
Penanganan kasus yang dilakukan oleh P2TP2A sangat baik dengan dibuktikannya hasil wawancara oleh orang tua korban kekerasan (SWA), beliau menuturkan hal sebagai berikut.
“…ibu niki dampingi yugo kulo sampek kasuse mantun  terus nggeh maringi solusi. Alhamdulillah kasuse pun mantun. Yugo kulo nggeh pun nikah”. (Wawancara, 3 Februari 2021)
	Dari penjelasan tersebut bahwa P2TP2A saat menangani kasus sudah sesuai dengan SOP pelaksanaan program yang dilakukannya. Kasus yang dialami korban adalah kasus kekerasan seksual yang mana korban tersebut penyandang disabilitas. P2TP2A mendampingi korban pada saat ada laporan, begitupun membuktikan korban hamil tetap mendampingi ke puskesmas sampai mencarikan solusi dari kasus yang dialami korban. Karena korban sudah menikah, maka pendampingan dari P2TP2A sudah selesai. Kalau korban belum menikah P2TP2A tetap mendampingi korban sampai melahirkan. Korban tersebut tidak dilepas oleh P2TP2A karena usianya masih usia anak. Sekarang ini pendampingannya ke dinas kesehatan.   
Berdasarkan pemaparan dari beberapa informan diatas dapat dilakukan analisis  bahwa  implementasi Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam hal mencegah tingginya kasus kekerasan yang dialami oleh anak. Hal ini diperlukan penyuluhan mengenai hak-hak pada anak dikarenakan anak yang nantinya sebagai penerus bangsa. Penyuluhan mengenai hak-hak pada anak dalam hal ini terutama orang tua, keluarga, masyarakat mengerti dan mengetahui bahwa ada hak-haknya anak yang harus dilindungi sesuai dengan undang-undang perlindungan anak yang berlaku. Maka dari itu, perlu adanya kerjasama yang baik dari orang tua dan masyarakat tidak hanya dinas-dinas terkait yang menangani kasus kekerasan pada anak. Untuk layanan yang dilakukan P2TP2A sudah sesuai SOP dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku dalam hal penanganan kasus. P2TP2A juga sudah berusaha semaksimal mungkin dalam menangani kasus, meskipun ada kendala saat melaksanakan tugasnya. 

Hambatan-hambatan yang ditemukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam mengimplementasikan UU No. 35 Tahun 2014 
Hambatan-hambatan yang dialami oleh P2TP2A saat melaksanakan tugas sering terjadi. Karena setiap penanganan kasus berbeda-beda maka dari itu, pasti ada kendala yang terjadi. Ada beberapa hambatan-hambatan yang dialami oleh P2TP2A dalam melaksanakan tugasnya diantaranya meliputi keterbatasan anggaran dana operasional, sarana dan prasarana dalam hal belum mempunyai sekretariat yang representatif, rumah singgah, belum mempunyai ruangan aman (shelter) untuk anak, sumber daya manusia yang masih perlu pelatihan disiplin ilmu, dan perlu penambahan tenaga psikologi. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Agus Wibowo, beliau menuturkan hal sebagai berikut.
“…Ada banyak kendala utamanya yakni sarana dan prasarana, belum memiliki sekretariat yang representatif, belum memiliki ruangan shelter aman untuk anak, belum memiliki rumah singgah, untuk tenaga psikologi yang terstandarisasi belum punya. (Wawancara, 23 Februari 2021)
Senada dengan yang disampaikan oleh Ibu Emilis Setyawati, beliau mengatakan hal sebagai berikut.
“…Belum semua paham tentang hak-hak anak, undang-undang perlindungan anak yang harus di implementasikan di program, kemudian anggarannya, dan memang itu butuh waktu, fasilitas P2TP2A di Kota Pasuruan masih belum memuaskan walaupun P2TP2A sudah berusaha sebaik mungkin dan semaksimal mungkin tetapi tentu fasilitas yang harus diperbaiki kembali. Sehingga P2TP2A mempunyai ruangan tersendiri untuk mediasi agar bisa privat ketika pihak P2TP2A meminta keterangan kepada korban seperti itu, juga sumber daya manusianya masih banyak perlu dilatih terus.” (Wawancara, 1 Februari 2021)
Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa hambatan-hambatan yang dialami oleh P2TP2A diantaranya keterbatasan anggaran dana operasional dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak, belum memiliki ruangan shelter aman untuk anak, belum memiliki rumah singgah, belum memiliki tenaga psikologi yang sudah berpengalaman di bidangnya, sumber daya manusia yang masih perlu dilatih, dan juga belum memiliki sekretariat yang terstandarisasi dengan baik. 
P2TP2A juga sudah berusaha dengan semaksimal mungkin untuk mengatasi hambatan atau kendala yang terjadi dalam penanganan kasus salah satunya tenaga psikologi yang berkompeten di bidangnya. Karena tenaga psikologi sangat dibutuhkan saat penanganan kasus tindak kekerasan yang dialami oleh anak. Namun, dalam hal ini, P2TP2A masih belum memiliki tenaga psikologi yang berkompeten dibidangnya dengan dibuktikannya hasil wawancara oleh Bapak Agus Wibowo, beliau menuturkan hal sebagai berikut.
“…memang benar P2TP2A punya tenaga psikologi ilmu psikologinya punya tetapi bentuk yang sudah expert lah yang punya sertifikasi untuk menentukan rekomendasi resmi itu P2TP2A belum punya. P2TP2A biasanya berjejaring dengan dinas sosial yang punya anggaran khusus untuk membayar petugas psikologi adanya di dinas sosial. Jadi, kalau memang butuh rekomendasi yang riil P2TP2A lemparkan ke dinas sosial untuk bisa memfasilitasi korban kita terkait dengan kebutuhan pendampingan psikologi.” (Wawancara, 23 Februari 2021)
Dari penjelasan diatas bahwa P2TP2A belum memiliki tenaga psikologi. Namun, dalam hal ini P2TP2A juga bekerjasama dengan dinas sosial terkait tenaga psikologi. Hal tersebut dimaksudkan bahwa dengan adanya kerjasama P2TP2A dengan dinas-dinas terkait yang ada di Kota Pasuruan untuk menangani korban kekerasan pada anak dapat memberikan solusi yang terbaik terhadap penyelesaian kasus yang terjadi.

Pembahasan
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa P2TP2A sudah mengimplementasikan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sesuai dengan amanah perundang-undangan dengan dibuktikannya P2TP2A dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi pada anak. Karena penyelesaian kasus menjadi indikator tolak ukur keberhasilan P2TP2A dalam melakukan penanganan kasus yang terjadi. 
Undang-Undang No. 35 tahun 2014 membahas tentang perlindungan anak. Kaitannya dalam penelitian ini bahwa peran dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kota Pasuruan yaitu melindungi hak-hak anak dari kekerasan terhadap pelaku tindak kejahatan. Jika dilihat peran P2TP2A Kota Pasuruan dalam mengimplementasikan UU No. 35 tahun 2014 dari aspek (a) pendekatan dalam penanganan kasus korban kekerasan terhadap anak dengan cara  memberikan rasa nyaman dan aman yang lebih terhadap anak-anak, (b) pendekatan penanganan/bantuan hukum dengan cara memberikan konsultasi hukum serta melakukan pendampingan hukum pada korban sesuai kebutuhan korban  berkaitan dengan hak korban kekerasan terhadap anak, (c) pendekatan layanan monitoring dan evaluasi (monev) yaitu dengan cara mengontrol kasus-kasus yang terjadi sampai kasusnya selesai, (d) pendekatan layanan penanganan psikososial dengan cara menerima laporan terkait korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
Berdasarkan Konvensi Hak Anak yang disahkan oleh Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1989, Konvensi tersebut kemudian diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 39 tahun 1990. Setiap anak tanpa memandang ras, suku bangsa, jenis kelamin, keturunan, agama maupun bahasa memiliki hak yang meliputi sebagai berikut: hak untuk hidup, hak untuk berkembang, hak atas perlindungan dan hak untuk berpartisipasi. Dalam Undang-Undang no. 35 tahun 2014 sebagai perubahan atas undang-undang no. 23 tahun 2002 menyebutkan bahwa semua macam tindakan kekerasan yang dilakukan kepada anak perlu untuk ditangani terkait dengan perlindungan anak. Anak harus mendapatkan perlindungan dan dipenuhi hak-haknya untuk tumbuh dan berkembang secara normal, dan anak harus diberi kesempatan untuk mengikuti secara optimal untuk mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan. 
Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002, anak-anak harus dilindungi sepenuhnya sejak mereka memasuki rahim. Oleh karena itu, anak adalah manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan masih dalam kandungan. Perlindungan menyeluruh yang dimaksud undang-undang mencakup tiga aspek antara lain: provisi, proteksi dan partisipasi.
Provisi dapat diartikan sebagai menyediakan sarana untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhan anak, seperti pendidikan, makanan, kesehatan, tempat tinggal, dll. Proteksi berarti melindungi anak dari kekerasan fisik, pelecehan verbal, kekerasan psikologis, penelantaran dan eksploitasi. Sedangkan partisipasi berarti memberi anak-anak kesempatan untuk secara aktif berpartisipasi dalam kegiatan apapun yang mereka ikuti, seperti pendidikan, pembelajaran, dan pembuatan aturan. Dari ketiga hal tersebut dijabarkan baik dalam teks Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Undang-Undang Perlindungan Anak.
Perlindungan hukum bagi anak merupakan suatu upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi, masalahnya perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang luas (Arif, 1998:153).
Perlindungan Anak, anak sebagai generasi muda penerus cita-cita luhur negara, calon pemimpin masa depan negara, dan sumber harapan bagi generasi sebelumnya, semua perlu memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk berkembang dan dengan baik secara rohani, jasmani dan  sosial. Perlindungan anak merupakan suatu proses kegiatan usaha yang dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat dengan posisi dan peran yang berbeda, serta pentingnya anak bagi negara di masa depan. Jika pertumbuhan fisik, psikis dan sosialnya sudah matang, maka mereka harus menggantikan generasi sebelumnya.
Perlindungan anak adalah segala upaya untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat menjalankan hak dan kewajibannya serta mendorong perkembangan dan pertumbuhan normal anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan salah satu wujud dari keadilan sosial. Oleh karena itu, perlindungan anak diupayakan di segala bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak memiliki konsekuensi hukum dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.
Hasil penelitian ini sesuai dengan asumsi-asumsi Van Matter dan Van Horn bahwa P2TP2A Kota Pasuruan sudah mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak. Van Mater dan Van Horn mengembangkan model pendekatan yang disebut A Model of the Policy Implementation merupakan abstraksi atau kinerja dari suatu pelaksanaan kebijakan yang secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja dari suatu implementasi kebijakan publik yang berlangsung dalam hubungan dengan berbagai variabel. Pada dasarnya, model ini menggambarkan bahwa implementasi kebijakan yang dilaksanakan oleh P2TP2A Kota Pasuruan berlangsung secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana dan implementasi kebijakan. 
Pandangan yang dikemukakan oleh Edward III adalah bahwa implementasi yang efektif akan terjadi apabila pengambil keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka lakukan. Jika komunikasi bisa berjalan lancar, maka pengetahuan tentang apa yang akan mereka lakukan akan berhasil. Oleh karena itu, setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus di komunikasikan dengan baik. Selain itu, kebijakan yang di komunikasikan harus akurat, akurat dan konsisten. Dalam hal ini, P2TP2A juga sudah berkoordinasi dan bekerja sama dengan jejaringnya untuk menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi. Sehingga, tolak ukur keberhasilan P2TP2A dapat dilihat dari penyelesaian kasus. 
P2TP2A Kota Pasuruan sudah mengimplementasikan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 sesuai dengan amanah undang-undang perlindungan anak. Untuk mencukupi pemenuhan hak-hak pada anak P2TP2A sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan SOP yang berlaku. Pemenuhan hak anak dapat diartikan berdasarkan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 pasal 21 ayat (1) berbunyi “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental”. Dalam hal ini bahwa P2TP2A mempunyai peranan penting untuk melindungi anak dari kekerasan. 
Pemenuhan Hak Anak, dalam rangka mewujudkan HAM negara tidak boleh membedakan antara satu orang dengan orang lain, karena pada hakikatnya setiap orang adalah subjek yang sama dalam hukum. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum atas perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum". Pada prinsipnya persamaan dan perlakuan yang sama di depan hukum tidak hanya berlaku bagi orang dewasa atau orang yang sudah cukup umur, tetapi juga untuk menjamin terwujudnya hak-hak anak.
Kemudian dalam proses penerimaan laporan kasus kekerasan yang terjadi secara langsung yaitu dengan posisi korban datang langsung ke lembaga P2TP2A, dianjurkan P2TP2A memiliki pondasi spesifik yang akan memberikan kemudahan dan dapat dijangkau secara efektif oleh masyarakat apabila ingin melaporkan bentuk kasus kekerasan dan lembaga tersebut juga harus memiliki ruang tunggu bagi keluarga korbannya sehingga akan mengalami kondisi yang nyaman dalam pelayanan yang sangat efektif bagi masyarakat. Dalam hal ini, sebagai titik strategis informasi lembaga P2TP2A memiliki peran mengolah, mengembangkan, akan memanfaatkan serta selalu menyediakan data, informasi, dan sosialisasi yang terkait, dengan pelaksanaan pencegahan dan penanganan korban kekerasan terhadap posisi perempuan dan anak.
Terkait penanganan kasus kekerasan terhadap anak P2TP2A Kota Pasuruan tidak hanya berfokus pada korban saja melainkan juga pelaku. Pelaku yang dimaksud jika masih tergolong anak-anak yaitu berusia 0-18 tahun berdasarkan undang-undang. Penanganan kasus yang dilakukan oleh P2TP2A salah satunya adanya keterlibatan tenaga pendamping fasilitator lapangan dan penanganan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak bahwa perlindungan anak bukan hanya kinerja dari P2TP2A saja melainkan keterlibatan dari semua pihak baik itu pihak pemerintah dan masyarakat. 
P2TP2A sebagai pusat pelayanan sangat diharapkan dapat melaksanakan serangkaian bentuk kegiatan dalam memberikan perlindungan bagi korban kekerasan termasuk kejahatan perdagangan orang yang dilaksanakan secara kerja sama yang beriringan dengan instansi terkait. Sementara, dalam sisi yang lain sebagai peran pemberdayaan P2TP2A memiliki peran untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, bentuk tanggung jawab, komitmen, ikut berpartisipasi, partisipasi, kemampuan dan kemandirian guna peningkatan ekonomi dan kualitas perempuan atau kelompok sasaran agar terhindar dari masalah.
Untuk melihat ukuran kualitas pelayanan untuk menilai sejauh mana mutu pelayanan publik yang diberikan aparatur pemerintah dapat diketahui dari kriteria dimensi-dimensi kualitas pelayanan publik. Menurut Brown dalam Hardiyansyah (2011:51) menyatakan bahwa di mata masyarakat, kualitas pelayanan meliputi ukuran-ukuran sebagai berikut: (a) Tangible (bukti langsung), yaitu berkaitan dengan fasilitas fisik, perlengkapan pegawai, dan sarana komunikasi. (b) Reliability (keandalan), yakni kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan. (c) Responsiveness (daya tanggap), yaitu keinginan para staf untuk membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap. (d) Empathy (empati), yaitu tingkat perhatian dan atensi individu yang diberikan kepada pelanggan meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan para pelanggan. (e) Assurance (jaminan), yaitu mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya, risiko atau keragu-raguan. Hal tersebut sudah diterapkan oleh P2TP2A Kota Pasuruan dalam melaksanakan tugasnya terkait perlindungan terhadap perempuan dan anak.
Bentuk pelayanan yang dilakukan oleh P2TP2A Kota Pasuruan sudah sesuai berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada. Layanan yang ada di P2TP2A Kota Pasuruan terdiri dari: layanan penanganan pengaduan, layanan penanganan medicolegal, layanan penanganan medis, layanan penanganan psikososial, layanan reintegrasi sosial/pemulangan, layanan home visit, layanan tokoh agama, layanan penanganan/bantuan hukum, layanan tempat aman sementara (shelter), layanan monitoring dan evaluasi (monev), dan layanan rujukan. 
P2TP2A terkait dalam memfasilitasi pengaduan dan mengoordinasikan pemberian layanan medis, layanan psikologis, bantuan hukum, rehabilitasi sosial dan kemandirian bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan sudah merujuk pada undang-undang yang berlaku dan sudah sesuai dengan SOP bahwa P2TP2A dalam menyelesaikan kasus terhadap korban harus mempelajari kasus-kasusnya terlebih dahulu. Kemudian dalam menyelesaikan kasus yang terjadi terdapat 2 hal layanan yang diberikan oleh P2TP2A diantaranya sebagai berikut pertama layanan konseling dan kedua layanan hukum non litigasi. 
Implementasi Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dalam hal mencegah tingginya kasus kekerasan yang dialami oleh anak, hal ini diperlukan penyuluhan mengenai hak-hak pada anak dikarenakan anak yang nantinya sebagai penerus bangsa. Penyuluhan mengenai hak-hak pada anak terutama orang tua, keluarga, masyarakat mengerti dan mengetahui bahwa ada hak-haknya anak yang harus dilindungi berdasarkan undang-undang perlindungan anak yang berlaku. Perlu adanya kerjasama yang baik dari orang tua dan masyarakat tidak hanya dinas-dinas terkait yang menangani kasus kekerasan pada anak.




Dari hasil penelitian ini terdapat dua hal penting yang dapat ditarik menjadi sebuah simpulan. Bahwasannya yang pertama yaitu P2TP2A Kota Pasuruan sudah mengimplementasikan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 dengan dibuktikannya P2TP2A dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi pada anak. Karena penyelesaian kasus menjadi indikator tolak ukur keberhasilan P2TP2A dalam melakukan penanganan kasus yang terjadi. 
Kedua yaitu hambatan yang menjadi penghalang P2TP2A dalam melaksanakan tugasnya ada beberapa hambatan diantaranya meliputi keterbatasan anggaran dana operasional, sarana dan prasarana dalam hal belum memiliki sekretariat yang representatif, belum memiliki ruangan aman (shelter) untuk anak, belum memiliki rumah singgah, perlu penambahan komputer dan laptop di kantor P2TP2A karena masih bergabung dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, sumber daya manusia yang masih perlu pelatihan disiplin ilmu, dan perlu adanya penambahan tenaga psikologi. 

Saran 
Berdasarkan temuan yang diperoleh peneliti saat proses pengumpulan data, maka saran yang dapat diberikan sebagai masukan yang tertuju oleh pemerintah Kota Pasuruan dan P2TP2A Kota Pasuruan sebagai berikut. 
(a) Bagi Pemerintah harus bertindak secara bijak dalam proses penganggaran dana terkait sarana dan prasarana yang dibutuhkan P2TP2A agar P2TP2A dapat menjalankan perannya dengan sebaik-baiknya yaitu terkait fungsi dan tanggung jawabnya, sehingga untuk menghindari semakin banyaknya kendala dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan berharap masyarakat juga dapat merasakan hasil yang diharapkan secara adil dan sejahtera. 
(b) Bagi P2TP2A harus segera melakukan tindakan yang lebih konkret dan menyeluruh sebagai bentuk sarana perbaikan yang terjadi terhadap segala kendala yang dihadapinya agar dapat terselesaikan dengan baik, sehingga P2TP2A dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal, memberikan apresiasi dalam bentuk reward untuk memotivasi organisasi atau individu kepada setiap masyarakat untuk melindungi hak-hak anak.
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